BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan

Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah
yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan Sub
Urusan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011
tentang Perumahan dan Permukiman yang mewajibkan Pemerintah
Daerah membentuk Perda tentang Perumahan dan Permukiman
Kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3).

Faktor-faktor penghambat dalam pembuataan perda tentang kawasan
perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya
Dokumen Teknis dan Belum diakomodirnya Perda tentang Perumahan

dan Kawasan kumuh dalamn Prolegda tahun 2017.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango seharusnya membuat dokumen

teknis RP2KP.

2. Pemerintah seharusnya membuat perda tentang pencegahan dan

peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten
bone bolango sebagaimana konstruksi hukum yang telah di jelaskan

diatas dan diwujudkan dalam prolegda.
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LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
) DI KABUPATEN BONE BOLANGO

LUAS KAWASAN
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN KUMUH (Ha) KETERANGAN
. KUMUH
PADENGO 9,79 BERAT
: KUMUH
OLUHUTA 513 BERAT
KUMUH
OLUHUTA UTARA | 8,00 BERAT
TUMBIHE 5 521 'é‘é’&'i’}'
1. KABILA KUMUH
| PAUWO 4,61 BERAT
‘ KUMUH
1 DUTOHE 8,00 BERAT
KUMUH
; TANGGILINGO 1,12 BERAT
KUMUH
, PAUWO BARAT 3,67 BERAT
TAMBOO 7,87 kS
2. TILONGKABILA KUMUH
TUNGGULO 9,15 RENDAH
TIMBUOLO TIMUR 9,35 ;‘,}{ﬁg‘é
3. BOTUPINGGE KUMUR
PANGGULO BARAT 5,59 SEDANG
KUMUH
4. BONEPANTAL BILUNGALA 7,26 RENDAH
. KUMUH
DUNGGILATA | 8,91 SEDANG
KUMUH
5 BULAWA MOPUYA 6,97 SEDANG
KUMUH
PATOA 3,39 RENDAH
KUMUH
MONANO 4,63 RENDAH
TUMBUH MEKAR 3,95 LTI
RENDAH
6. BONE KUMUH
CENDANA PUTIH 1,95 RENDAH
KUMUH
MOLAMAHU 3,85 RENDAH
BUBEYA 5,90 BERAU?
. SUWAWA - KUMUH
BUBE BARU 6,21 BERAT
DUANO | 7,78 S
8. SUWAWA TENGAH T KUMUH
LOMBONGO 6,00 %{?ﬁ%ﬁ’
DUMBAYA BULAN 7,35 BERAT
9, SUWAWA TIMUR
TILANGOBULA 6,00 L]




SALINAN

' LUAS KAWASAN
NO KECAMATAN DESA/KELURAHAN KUMUM (Ha) KETERANGAN
KUMUH
PANGI 3,48 LAl
KUMUH
TALULOBUTU 22,1 Sl
TALULOBUTU KUMUH
10. TAPA SELATAN 15,3 BERAT
KUMUH
TALUMOPATU 26,4 b
KUMUH
11. BULANGO UTARA TULOA 5,35 g
KUMUH
12. BULANGO ULU MONGILO 2,53 SLape
) MODELOMO 5,42 s‘%%
13. KABILA BONE
MOLUTABU 6,67 KUMUH
) SEDANG
< KUMUH
INOMATA 6,99 L]
KUMUH
TOMBULILATO 6,75 R
KUMUH
14. BONE RAYA MOOPIYA 4,64 PR
KUMUH
MOOTINELO 4,81 s
KUMUH
LAUT BIRU 6,19 G
JUMLAH 274,27
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